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BAB I 

PENDAHULUAN  

1.1. Latar Belakang Permasalahan  

       Peraturan yang menjadi dasar bagi perlakuan hukum acara pidana dalam 

lingkungan peradilan umum, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 atau yang 

disebut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Di Indonesia 

banyak terjadi peristiwa-peristiwa yang melanggar hukum, kejahatan tidak 

hanya kepada orang dewasa tetapi anak dibawah umur pun b lisa menjadi 

korblan kejahatan atau seb laliknya yaitu menjadi pelaku kejahatan. 

       Salah satu kejahatan pada anak yang marak terjadi adalah kekerasan 

seksual, kekerasan seksual di Indonesia semakin meningkat b lahwa 70% 

korblan kenal dengan pelaku. Lemb laga Perlindungan Saksi dan Korb lan 

(LPSK) mengungkapkan kasus kekerasan seksual di Indonesia semakin 

meningkat1. Kasus pencab lulan sering kali terjadi di masyarakat, mayoritas 

yang sering menjadi korb lan yaitu anak-anak dan perempuan karena mereka 

dianggap tidak memiliki kemampuan cukup untuk melawan dan mereka 

dianggap seb lagai sasaran yang tepat untuk menyalurkan hasratnya.2  

 
1 triwidiyanti, “Kekerasan Seksual Di Indonesia Meningkat, 20 Persen Korb lan Kenal 

Pelaku,” Detik BLali, last modified 2023, https://www.detik.com/b lali/blerita/d-6739366/kekerasan-

seksual-di-indonesia-meningkat-70-persen-korblan-kenal-pelaku. 
2 Muhammad Sholahudin Al Ayyub li Cahaya Suratin, Erika Zakiyah and Zulfi Hardiyanti 

Rochmah Virancya Indah Permatasari, “HUKUMAN B LAGI PELAKU TINDAK PIDANA 

PENCAB LULAN PADA ANAK DI BLAWAH UMUR DAN PERLINDUNGAN KORB LAN,” 

Jurnal Lab loratorium Syariah dan Hukum 05 nmor 02 (2022): 105, 

https://jurnalfsh.uinsb ly.ac.id/mhs/index.php/mal/article/download/121/72/814. 
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      Pada kasus pencab lulan apab lila korb lannya ataupun saksinya seorang anak 

diblawah umur maka akan sangat dib lutuhkan kesaksiannya di hadapan hukum, 

akan tetapi yang menjadi prob llematikanya pada penelitian ini dalam kasus 

pencab lulan dapat diyakni atau b lahkan tidak dapat diyakini hanya kesaksian 

dari pelaku yang dapat dipertimb langkan karena pelaku telah disumpah 

sedangkan ada pengecualian untuk saksi anak tidak perlu di sumpah, hal 

terseb lut sesuai dengan Pasal 171 KUHAP. Menurut Sub lekti, seorang saksi 

dapat didengar pendapatnya di depan pengadilan dan diminta untuk memb lantu 

pengadilan yang sedang b lerperkara. 3  Selama persidangan, terdakwa harus 

melewati b leblerapa tahap yang pertama adalah tahap pembluktian, yaitu b lerarti 

blahwa suatu peristiwa pidana telah terjadi dan terdakwa yang b lersalah harus 

blertanggung jawab l atasnya. 

       Merujuk dalam Pasal 160 ayat (3) KUHAP b lahwa “Seb lelum memb leri 

keterangan saksi wajib l mengucapkan sumpah atau janji menurut cara 

agamanya masing-masing blahwa ia akan memb lerikan keterangan yang 

seb lenarnya dan tidak lain daripada yang seblenarnya”. Sementara itu 

mengenai keterangan saksi yang tidak disumpah dalam KUHAP Pasal 185 

ayat (7) “Keterangan dari saksi yang tidak disumpah meskipun sesuai satu 

dengan yang lain, tidak merupakan alat b lukti namun apab lila keterangan itu 

sesuai dengan keterangan dari saksi yang disumpah dapat dipergunakan 

seb lagai tamblahan alat blukti yang sah”.  

 
3 S. dan R. T Soediblia, Kamus Hukum, Pradya Paramita, 1976. hal 83. 
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       Sehingga b lertentangan dengan Pasal terseb lut yang b lelrarti b lahwa saksi 

anak yang tanpa disumpah tidak dianggap se lblagai alat b lukti yang sah dan hal 

telrselblut akan mellelmahkan pelmbluktiannya, melskipun kelsaksiannya hanya 

dijadikan selblagai peltunjuk dan didukung delngan hasil visum elt relpelrtum 

teltapi hasil telrselblut saja tidak cukup untuk dijadikan alat b lukti selhingga 

blelrpelngaruh untuk melringankan hukuman b lagi pellaku keljahatan pelncablulan 

telrhadap anak. Selcara umum tindak pidana pelncab lulan telrdapat pada pasal 

289 KUHP “ blarangsiapa delngan kelkelrasan atau ancaman melmaksa selorang 

untuk mellakukan atau dib liarkan mellakukan pelrbluatan cablul, diancam karelna 

mellakukan pelrbluatan yang melnyelrang kelhormatan, kelsusilaan, delngan 

pidana pelnjara paling lama selmblilan tahun”. 

       Pelnggunaan kelsaksian anak tanpa disumpah dalam se lbluah pelrsidangan 

telrutama dalam kasus pe lncab lulan pada anak akan me lnyelblablkan implikasi 

blaik terhadap anak maupun telrhadap hukum. Tindak asusila te lrhadap anak 

melmiliki konselkuelnsi yang paling signifikan. Anak me lngalami pelngalaman 

traumatis yang sulit dihilangkan dan dapat me lnyelblablkan masalah fisik, 

psikologis, dan sosial lainnya. De lngan stigma yang mellelkat pada melrelka, 

korblan celndelrung melnyalahkan diri selndiri, melnutup diri, melnghukum diri, 

dan melnganggap dirinya hina. Akib latnya, dipelrlukan pelrlindungan khusus 

untuk melnangani korb lan tindak pidana asusila4, selsuai delngan yang diatur 

 
4  Selptiani Helrlinda, “Kelkuatan Pelmbluktian Keltelrangan Saksi Korb lan Anak 

Dalam Vonis B Le lblas Untuk Tindak Pidana Asusila Di Pe lrsidangan” (Univelrsitas 

Indone lsia, 2012), hal 3.  
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dalam Pasal 76EL Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 te lntang 

Pelrlindungan Anak.  

       Tidak jarang hakim me lmpelrtimblangkan dan melngelnyampingkan 

keltelrangan yang dib lelrikan anak dalam pe lrsidangan. Telrdapat contoh kasus 

dimana yang didalam putusan te lrselblut ada anak selblagai saksi delngan 

disumpah dan anak se lblagai saksi delngan tanpa disumpah. B Lelrdasarkan 

putusan pelngadilan delngan nomor 1162/pid.b l/2021/pn.bldg blahwasannya pada 

pelrkara telrselblut selorang anak delngan usia b lellum melncapai 15 tahun yang 

melnjadi saksi selkaligus korb lan dalam kasus telrselblut diamblil sumpahnya 

untuk melblelrikan keltelrangannya selhingga melnjadi alat b lukti yang sah pada 

prosels pelmbluktian, maka dalam hal itu te llah telrjadi pellanggaran hukum dan 

pada kasus ini te lrdakwa divonis hukuman pe lnjara sellama 5 (lima) tahun dan 

delnda selblelsar Rp. 100.000.000 (selratus juta rupiah).5 

        Sellanjutnya pada contoh kasus yang dimana anak saksi de lngan tanpa 

disumpah b lahwa dalam pelrkara telrselblut, saksi korb lan yang masih b lelrusia 12 

(dua b lellas) tahun melmblelrikan kelsaksian delngan tidak disumpah se lsuai 

delngan aturan hukum yang me lngatur telrkait saksi anak dib lawah umur. Dalam 

pelrkara ini tidak ada b lukti lagi sellain keltelrangan korblan dan alat b lukti 

peltunjuk yaitu hasil visum elt relpelrtum, hakim kelmudian melnjadikan 

kelsaksian saksi korb lan (yang tidak disumpah) selblagai alat b lukti yang sah dan 

 
5  Se ltiyono Seltiyono Nada Samyra, “SAKSI KORBLAN DIB LAWAH UMUR YANG 

DISUMPAH DALAM KASUS PE LNCABLULAN (PUTUSAN NOMOR 

1162/PID.B L/2021/PN.BLDG),” Re lformasi Hukum Trisakti Vol. 5 No., no. ke ltelrangan anak yang 

disumpah (2023): 416. 
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blelrdasarkan putusan hakim de lngan nomor 159/Pid.Sus/2014/pn Kpg 

melnjatuhkan telrdakwa pidana pelnjara sellama 7 (tujuh) tahun pe lnjara dan 

delnda seljumlah Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah).6 

       Pada kasus pelncablulan akan di tuntut se lsuai dalam Pasal 82 Undang- 

Undang No. 23 Tahun 2002 te lntang Pelrlindungan Anak dan juga Pasal 290 

ayat (2)KUHP, selhingga pelrmasalahan pada pe lnellitian ini pelrblandingan 

pelrbleldaan pelnafsran dalam implikasi hukum pe lnggunaan kelsaksian anak 

tanpa disumpah pada kasus pe lncablulan telrdapat blanyak isu-isu telrkait delngan 

kreladiblilats blukti, validalitas dan kelpelrcayaa. Sellain itu, aspelk hukum telntang 

pelrlindungan dan kelamanan anak dalam siste lm pelradilan pidana melnjadi 

pelrhatian utama.  

       Delngan hal telrselblut maka akan ada akib lat hukum yang timb lul, Sellain itu, 

aspelk hukum telntang pelrlindungan dan kelamanan anak dalam siste lm 

pelradilan pidana melnjadi pelrhatian utama. Mellalui pelmahaman yang lelblih 

blaik telntang implikasi telrselblut, delmi melningkatkan pelrlindungan, keladilan, 

dan pelrawatan telrhadap anak-anak yang melnjadi saksi pelncablulan. 

BLelrdasarkan uraian latar b lellakang pelrmasalahan yang disusun diatas, telrtarik 

untuk mellakukan pelnellitian lelblih lanjut delngan judul “IMPLIKASI HUKUM 

PELNGGUNAAN KELSAKSIAN ANAK TANPA DISUMPAH PADA 

PELRKARA TINDAK PIDANA PELNCABLULAN PADA ANAK (DITINJAU 

DARI KITABL UNDANG-UNDANG ACARA PIDANA) ” 

 
6 nike ln savitri, “Pe lmbluktian Dalam Tindak Pidana Kelkelrasan Se lksual Telrhadap Anak,” 

jurnal b lina mulia hukum volumel 4, (2020): 286–287, 

https://jurnal.fh.unpad.ac.id/inde lx.php/jblmh/article l/download/85/39/. 
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1.2. Rumusan Pelrmasalahan 

       Rumusan pelrmasalahan hukum yang dapat disusun b lelrdasarkan latar 

blellakang yang tellah diuraikan adalah selblagai blelrikut: 

1. BLagaimana sistelm pelmbluktian untuk perlakuan anak tanpa disumpah? 

2. Apakah implikasi hukum dari siste lm pelmbluktian pelnggunaan kelsaksian 

anak tanpa disumpah? 

1.3. Tujuan  

       BLelrdasarkan rumusan pelrmasalahan di atas, maka tujuan dari pe lnellitian 

ini adalah selblagai blelrikut: 

1. Untuk melngeltahui sistelm pelmbluktian untuk pellaku anak tanpa disumpah. 

2. Untuk melngeltahui implikasi hukum dari sistelm pelmbluktian pelnggunaan 

kelsaksian anak tanpa disumpah. 

1.4. Kelgunaan 

       Pelnellitian ini diharapkan dapat me lmblelrikan kontrib lusi yang positif dalam 

melmelcahkan pelrmasalahan di masyarakat khususnya para pe llaku dalam kasus 

pelncab lulan dan juga diharapkan b lisa melmblelrikan manfaat b lagi pelmelrintah 

atau lelmblaga telrkait dalam melrumuskan selbluah kelblijakan telntang pelngaturan 

implikasi kelsaksian anak tanpa disumpah se lrta diharapkan dapat b lelrmanfaat 

blagi pelrkelmblangan ilmu pelngeltahuan khususnya di b lidang hukum pidana. 

Adapun manfaat yang diharapkan dari pe lnellitian ini selblagai blelrikut : 

1.1.1 Selcara Teloritis 
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       Pelnellitian ini diharapkan b lisa melnamblah ilmu pelngeltahuan 

dalam blidang hukum, dan dapat digunakan se lblagai relfelrelnsi ilmiah 

dalam pelngelmblangan ilmu pelngeltahuan telrkhusus pada b lidang 

hukum pidana. Adapun dalam pe lnellitian ini melmblelrikan selbluah 

wawasan b laru dalam b lidang hukum kasus pelncablulan dalam delngan 

dikaitkan selcara langsung kelpada implikasi kelsaksian anak tanpa 

disumpah dalam KUHAP. Selhingga dapat melmblelrikan pelmblaharuan 

pelnellitan dan dapat melnjadi rujukan b lagi akadelmisi dalam mellakukan 

pelnellitian sellanjutnya. 

1.1.2 Selcara Praktis 

       Pelnellitian ini diharapkan dapat me lmblelrikan pelngeltahuan dan 

wawasan yang b lelrguna di b lidang hukum pidana b lagi masyarakat 

telrkhusus pellaku pelncablulan. Sellain itu dapat melmblelrikan upaya 

masukan b lagi pelmelrintah untuk dapat melmbluat kelblijakan dalam 

blidang implikasi kelsaksian anak tanpa disumpah de lngan muatan 

matelri melngatur pelrsaingan usahanya agar tidak te lrjadi pellanggaran 

dalam kelputusan dan keladilan.  

1.5. Kelaslian 

       Pelnellitian ini delngan judul “Implikasi Hukum Pe lnggunaan Kelsaksian 

Anak Tanpa Disumpah Pada Pe lnanganan Kasus Pe lncablulan Dalam KUHAP” 

melrupakan hasil karya yang b lellum ada. Adapun kelaslian dalam pelnellitian ini 

didasarkan pada pelrblandingan pelnellitian satu delngan pelnellitian yang lainnya. 

BLelrikut adalah pelrblandingan pelnulisan pelnellitian ini delngan tiga pelnellitian 
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lain yang melmiliki keltelrkaitan delngan pelrmasalahan yang akan dite lliti dan 

tellah ada selblellumnya. Akan diuraikan dalam b lelntuk tablell di blawah ini untuk 

melngeltahui pelrsamaan dan pelrbleldaan yang akan dite lliti adalah selblagai 

blelrikut: 

 

Tab lell 1 Pelrblandingan Kelaslian Skripsi 

no. Judul pelnellitian 

selblellumnya 

Rumusan masalah 

pelnellitian 

selblellumnya 

Isu hukum 

pelnellitian 

selblellumnya 

Pelrb leldaan delngan 

tugas akhir yang 

diusulkan 

1. Kelkuatan alat 

blukti saksi anak 

tanpa disumpah 

dalam pelmbluktian 

pelrkara pidana 

pada KUHAP dan 

hukum islam 

(Suatu Pelnellitian 

Di Wilayah 

Hukum 

Pelngadilan Nelgelri 

Suka Makmuel 

1.Apakah keltelrangan 

saksi anak dapat 

melnjadi pelrtimblangan 

hakim melngamblil 

kelputusan pelrkara 

pidana di Pelngadilan 

Nelgelri Suka Makmuel 

Kablupateln Nagan 

Raya? 

2.Apakah keltelrangan 

saksi anak dapat 

melnjadi pelrtimblangan 

hakim melngamblil 

Kelkuatan 

pelmbluktian 

saksi anak tanpa 

disumpah 

 

Pada pelnellitian 

selblellumnya 

melnggunakan 

meltodel pelnellitian 

elmpiris dan lelblih 

fokus pada 

kelablsahan kelsaksian 

Pelnellitian ini 

melnggunakan 

meltodel pelnellitian 

yuridis normatif dan 

melngkaji 

pelnggunaan 
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Kablupateln Nagan 

Raya) 

Oleh : muhammad 

iqbal (universitas 

islam negeri ar-

raniyam, 2022) 

kelputusan pelrkara 

pidana di Pelngadilan 

Nelgelri Suka 

Makmuel Kablupateln 

Nagan Raya? 

 

kelsaksian anak pada 

kasus pelncab lulan. 

2. Keldudukan 

keltelranagan saksi 

anak dalam prosels 

pelmbluktian pada 

pelrsidangan di 

pelngadilan nelgelri 

solok kellas II 

Oleh: Putri Ainita 

(Universitas 

Andalas, 2022) 

 

 

1. BLagaimana 

keldudukan keltelrangan 

saksi anak dalam 

pelmbluktian pada 

pelrsidangan di 

Pelngadilan Nelgelri 

Solok Kellas II dan 

2. Apa saja kelndala 

yang dihadapi hakim 

pada prosels 

pelmelriksaan 

keltelrangan saksi anak 

dalam pelmbluktian 

pada pelrsidangan di 

Pelngadilan Nelgelri 

Solok Kellas II. 

Kelkuatan 

pelmbluktian 

kelsaksian tanpa 

sumpah, 

kelpastian 

hukum 

 

Pelnellitian 

selblellumnya 

pelrbleldaan pada 

selctor pelnanganan 

kasus dan 

melnggunakan 

pelnellitian elmpiris 

seldangkan pelnellitian 

saya adalah 

pelnellitian normatif 

dan fokus telrhadap 

kasus pelncab lulan. 
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3. Status kelsaksian 

anak kandung 

dalam kdrt pelrkara 

pelrcelraian di 

mahkamah syariah 

ipoh, pelrak, 

Malaysia(analisis 

blelrdasarkan 

pelndapat imam 

syafi’i) 

Oleh: Noraina 

binti moh latif ( 

universitas islam 

negeri sumatra 

utara medsn, 

2010) 

 

1. BLagaimanakah 

status kelsaksian 

anak kandung 

dalam kdrt 

dalam pelrkara 

pelrcelraian yang 

telrjadi di 

Mahkamah 

Syariah Ipoh? 

2. Apakah alasan 

ditelrimanya 

kelsaksian anak 

kandung dalam 

kdrt dalam 

pelrkara 

pelrcelraian yang 

telrjadi di 

Mahkamah 

Syariah Ipok, 

Pelrak? 

Status kelsaksian 

anak kandung 

dalam pelrkara 

pelrcelraian 

 

Pada pelnellitian 

selblellumnya 

pelrbleldaannya 

pelnanganan kasus 

kdrt selrta status 

pelmbluktian dan 

melnggunakan 

meltodel elmpiris 

Seldangkan pelnellitian 

saya pelnggunaan 

kelsaksian anak 

dalam pelrkara 

pelcablulan, dampak, 

psikologi anak 

 

 

 

Sumber: Penelitian skripsi sebelumnya 
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1.6. Meltodel pelnellitian  

       BLelrdasarkan uraian di atas, pe lnulisan pelnellitian ini melnggunakan meltodel 

selblagai blelrikut: 

1.6.1. Jelnis Pelnelitian  

       Jelnis pelnellitian yang digunakan dalam pe lnellitian ini adalah jelnis 

pelnellitian yuridis normatif, pe lnellitian yuridis normatif melrupakan 

pelnellitian hukum yang melleltakkan hukum selblagai selbluah blangunan 

sistelm norma. Adapun siste lm norma yang dimaksud dalam hal ini 

telrkait asas-asas, norma, kaidah dari pe lraturan pelrundang-undangan, 

putusan pelngadilan, pelrjanjian selrta doktrin.7  

       Jelnis pelnellitian ini digunakan olelh pelnulis karelna pelnellitian yang 

dilakukan olelh pelnulis ini melmblahas melngelnai pelrbleldaan pelnafsiran 

dalam putusan hakim pada kasus tindak pidana pe lncablulan pada anak, 

dan dalam pelnelrapannya juga telrjadi pada yaitu contoh kasus pada 

putusan 1162/pid.b l/2021/PNBLdg delngan putusan nomor 

159/Pid.Sus/2014/PN Kpg. 

1.6.2. Meltodel Pelndelkatan  

       BLelrdasarkan pelrmasalahan yang ditelliti maka meltodel pelndelkatan 

yang telpat selblagai b lelrikut:  

a. Pelndelkatan pelrundang-undangan (statutel approach), pelndelkatan 

pelrundang-undangan melrupakan pelndelkatan yang dilakukan 

 
7  Johny Iblrahim, Telori Dan Meltodologi Pelnellitian Hukum Normatif (malang: 

BLayu Publllishing, 2006). 
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delngan melnellaah selmua undang-undang dan relgulasi yang 

blelrsangkut paut delngan isu hukum yang seldang ditangani.8 

b. Pelndelkatan konselptual (Conselptual Approach), pelndelkatan konselp 

dimaksudkaan untuk melnganalisa b lahan hukum selhingga dapat 

dikeltahui makna yang te lrkandung pada istilah-istilah hukum. Hal 

itu dilakukan selblagai usaha untuk melmpelrolelh makna b laru 

yangtelrkandung dalam istilah-istilah yang ditelliti, atau melnguji 

istilah hukum telrselblut dalam telori dan praktelk.9 Dalam pelnellitian 

ini pelrmasalahan yang diangkat adalah me lngelnai implikasi hukum 

pelnggunaan kelsaksian anak tanpa disumpah pada kasus 

pelncablulan blelrdasarkan KUHAP.  

1.6.3. Telknik Pelngumpulan BLahan Hukum 

       Telknik pelngumpulan b lahan hukum pelnellitian ini adalah delngan 

mellakukan studi kelpustakaan (liblrary relselarchel) telrhadap b lahan-

blahan hukum, blaik b lahan hukum primelr maupun b lahan hukum 

selkundelr yang tellah ada selpelrti pelraturan pelrundang-undangan, b luku 

hukum. kamus hukum, jurnal hukum, artike ll dan relfelrelnsi lain yang 

blelrkaitan delngan pelnellitian yang sellanjutnya dikumpulkan dan 

dirumuskan selcara sistelmatis. 10  Pelnellusuran blahan-blahan hukum 

telrselblut digunakan untuk melmpelrolelh pelngeltahuan awal untuk 

 
8  Pe ltelr Mahmud Marzuk, Pe lnellitian Hukum E Ldisi Re lvis (Jakarta: Kelncana, 

2005). 
9 Hajar m, Modell-Modell Pelndelkatan Dalam Pe lnellitian Hukum Dan Fiqh 

(jakarta: PT. Raja Grafindo Pelrsada, 2009). 
10  P. Joko Sublagyo, Meltode l Pelnellitian Dalam Telori Dan Praktelk (Jakarta: 

Gre lsindo, 1999). 
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dipelrgunakan dalam prosels pelnellitian yang dilakukan de lngan cara 

melmblaca, mellihat dan melndelngarkan. Adapun sumb lelr b lahan hukum 

yang digunakan pelnellitian ini adalah selblagai b lelrikut: 

a. BLahan Hukum Primelr  

       BLahan hukum primelr adalah b lahan hukum yang melngikat 

atau blahan hukum yang b lelrkaitan elrat delngan pelrmasalahan yang 

akan dikaji dalam pe lnellitian ini. Atau de lngan kata lain b lahan 

hukum yang dipelrolelh dari sumblelr utamanya yaitu suatu pelraturan 

pelrundang-undangan. Adapun blahan hukum primelr yang 

digunakan dalam pelnellitian ini adalah selblagai blelrikut : 

1.) Pasal 76EL, Pasal 82 Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 

Telntang Pelrlindungan Anak; 

2.) Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2012 Te lntang Sistelm 

Pelradilan Pidana Anak; 

3.) Pasal 160 ayat (3) KUHAP, Pasal 185 ayat (7), Pasal 171 

KUHAP 

4.) Pasal 289 KUHP, Pasal 290 ayat (2) KUHP 

5.) Pasal 1 ayat (2), Pasal 71 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 

2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak  

b. BLahan Hukum Skundelr  

       BLahan hukum selkundelr melrupakan blahan hukum yang 

melmblelrikan pelnjellasan melngelnai blahan hukum primelr atau b lisa 

dikatakan selblagai b lahan pelndukung. Adapun b lahan hukum 
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selkundelr yang digunakan dalam pe lnellitian ini selpelrti bluku-bluku 

yang blelrkaitan delngan pelrmasalahan yang dikaji dan jurnal 

hukum yang blelrkaitan delngan pelnellitian ini.11 

1.6.4. Meltodel Analisis BLahan Hukum  

       meltodel analisis yang digunakan dalam pe lnulisan skripsi ini 

adalah meltodel analisis prelskriptif.  Analisis ini dimaksudkan untuk 

melmblelrikan argumelntasi atas hasil pe lnellitian tellah dilakukan, 

argumelntasi di sini dilakukan ole lh pelnelliti untuk melmblelrikan 

prelskripsi atau pelnilaian melngelnai blelnar atau salah atau apa yang 

melnurut hukum telrhadap fakta atau pelristiwa hukum dari hasil 

pelnellitian.12 

 

 
11 Marzuk, Pe lnellitian Hukum ELdisi Relvis (Jakarta: Prelnadameldia Group), hlm 137. 
12 Yulianto dan Mukti Fajar ND. Achmad, Dualismel Pe lnellitian Hukum Normatif & 

ELmpiris (Yogyakarta: Pustaka Pellajar, 2005), hlm. 184. 
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